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et 2020

No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
1. | Nama Pasal 23 - Telah sesuai dengan
Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum UU No.28 Tahun 2009.
| dipungut Refribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
2. Objek Pasal 24 Legal drafting
(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum adalah disesuaikan  dengan
penjualan hasil produksi usaha air minum Pemerintah Daerah. UU No. 28 Tahun
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi adalah penjualan produksi oleh | 2009.
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
3. Subjek Pasal 25 Legal drafting
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang disesuaikan  dengan
Ag menggunakan/menikmati hasil produksi usaha air minum Pemerintah | UU  No. 28 Tahun
mah Daerah. 2009,
4. | Golongan Retribusi | Pasal 26 - Telah sesuai dengan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Air Minum digolongkan UU No.28 Tahun 2009.
dalam Retribusi Jasa Usaha. 1
5. | Cara Mengukur Pasal 27 Pasal 27 Pasal 27 diubah,
Tingkat Gara—meng beRggunaan—asa—pelayana Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah air minum | disesuaikan  dengan
Penggunaan Jasa diukur berdasarkan volume air yang digunakan dan jenis pelanggan. | dasar pengenaan
besarnya retribusi
yang dipungut.
| 6. Prinsip Penetapan Pasal 28 - Telah sesuai dengan
Struktur dan (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi UU No.28 Tahun
Besarnya Tarif pelayanan Air Minum didasarkan pada tujuan untuk memperoleh 2008.
Retribusi keuntungan yang layak.
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| No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
|
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Air
Minum tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada
harga pasar.

7 Struktur dan Pasal 30 Pasal 30 Pasal 30 ayat 10
Besarnya Tarif (1) Tarif Refribusi berlangganan adalah sebagaimana tercantum | (1) Tarif Retribusi berlangganan adalah sebagaimana tercantum | diubah dengan
Retribusi dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari | menghapus jenis

Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini. retribusi  “pelayanan

(2) Tarif Retribusi dengan menggunakan mobil tangki atau sarana
angkutan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(3) Biaya administrasi pelayanan Air Minum berlangganan dan
pemeliharaan meter air adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

(4) Biaya beban (abonemen) pelayanan Air Minum berlangganan
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Tarif Refribusi sambungan rumah baru adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Pelanggan yang telah terdaftar pada UPTD Air Minum dan akiif
membayar pemakaian air setiap bulannya tidak dikenakan biaya
penyambungan baru untuk pemasangan instalasi pipa dinas Air
Minum dengan sistim Reserve Osmosis (RO).

(7) Apabila pelanggan yang masuk dalam kelompok | dan |
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) telah
beralih menjadi kelompok 1ll dan IV sebagaimana diatur dalam
Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) untuk pemasangan instalasi pipa
dinas dengan sistem Reserve Osmosis (RO) dikenakan biaya
penyambungan baru.

(8) Pemasangan instalasi pipa dinas Air Minum sebagaimana disebut
pada ayat (6) dan ayat (7) adalah berupa pipa diameter 13
milimeter dengan jarak paling jauh 9 meter dari pipa sekunder.

@

()

4)

)

Tarif Retribusi dengan menggunakan mobil tangki atau sarana
angkutan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Biaya administrasi pelayanan Air Minum berlangganan dan
pemeliharaan meter air adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Biaya beban (abonemen) pelayanan Air Minum berlangganan
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Tarif Retribusi sambungan rumah baru adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pelanggan yang telah terdaftar pada UPTD Air Minum dan aktif
membayar pemakaian air setiap bulannya tidak dikenakan biaya
penyambungan baru untuk pemasangan instalasi pipa dinas Air
Minum dengan sistim Reserve Osmosis (RO).

Apabila pelanggan yang masuk dalam kelompok | dan I
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) telah
beralih menjadi kelompok 1l} dan IV sebagaimana diatur dalam
Pasal 25 ayat (5) dan ayat (6) untuk pemasangan instalasi pipa
dinas dengan sistem Reserve Osmosis (RO) dikenakan biaya
penyambungan baru.

Pemasangan instalasi pipa dinas Air Minum sebagaimana disebut
pada ayat (6) dan ayat (7) adalah berupa pipa diameter 13
milimeter dengan jarak paling jauh 9 meter dari pipa sekunder.

balik nama dan/atau
perubahan kepemilikan
sambungan Air Minum”
karena bukan
merupakan Objek
Retribusi (layanan ini
bersifat administrasi).

A
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(9) Pemasangan pipa dengan diameter diatas 13 milimeter dan/atau
lebih dari jarak 9 meter dari pipa sekunder akan ditentukan
berdasarkan harga upah dan bahan yang berlaku pada saat calon
pelanggan mengajukan permohonan.

(10) Tarf Retribusi i

it inum, pelayanan pindah meter
' dan/atau pindah tata letak meter air, penggantian meter air, dan
penyambungan kembali pelayanan Air Minum akibat pemutusan
sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

TARIF RETRIBUSI AIR MINUM BERLANGGANAN
SISTEM PENGOLAHAN KONVENSIONAL (EXISTING)

A. PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA

(9) Pemasangan pipa dengan diameter diatas 13 milimeter dan/atau
lebih dari jarak 9 meter dari pipa sekunder akan ditentukan
berdasarkan harga upah dan bahan yang berlaku pada saat calon
pelanggan mengajukan permohonan.

Tarif Retribusi pelayanan pindah meter dan/atau pindah tata letak
meter air, penggantian meter air, dan penyambungan kembali
pelayanan Air Minum akibat pemutusan sementara adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(10)

TARIF RETRIBUS! AIR MINUM BERLANGGANAN
SISTEM PENGOLAHAN KONVENSIONAL (EXISTING)

A. PELANGGAN SOSIAL, HIDRAN UMUM DAN NON NIAGA
I

‘ Jenis Pelanggan ‘ Jenis Pelanggan
i Tingkat Tingkat ‘ .
| pemakaian Hidran Sosial . . pemakaian Hidran | Sosial . .
! Umum Umnum Non NiagaA | Non Niaga B | Umum Umum Non NiagaA | Non Niaga B
: ' | -
I | 0-10M3 | Rp2500,00 | Rp2.700,00 Rp2.800,00 | Rp2.900,00 0-10 M@ | Rp2.500,00 | Rp2.700,00 | Rp2.800,00 Rp2.900,00
- T —— T —
| 10-20M?® | Rp2.500,00 | Rp2.900.00 Rp2.900,00 | Rp3.100,00 10-20 M? | Rp2.500,00 | Rp2.900.00 | Rp2.900,00 Rp3.100,00
| 2 |
20>M® | Rp2.500,00 | Rp3.100,00 Rp3.000,00 | Rp3.300,00 20> M | Rp2.500,00 | Rp3.100,00 | Rp3.000,00 Rp3.300,00
L | i
B. PELANGGAN NIAGA B. PELANGGAN NIAGA
. Tinglfa_t Jenis Pelanggan I' . Ting;i(a_t :. Jehls Pelanggan |
emaraan Niaga A Niaga B SRS Niaga A ‘ Niaga B ‘
— .
0-10M Rp2.900,00 Rp3.000,00 0-10 M3 Rp2.900,00 Rp3.000,00
L | | ]
10-20 M3 Rp3.100,00 Rp3.200,00 10-20 M3 ‘ Rp3.100,00 : Rp3.200,00 '
L _ . i |
20 > M3 Rp3.300,00 Rp3.400,00 | 20> M Rp3.300,00 I Rp3.400,00 }
I |

Telah sesuai dengan
UU No. 28 Tahun
2009.

Telah sesuai dengan
UU No. 28 Tahun
2009.
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C. PELANGGAN INDUSTRI

D. PELANGGAN INDUSTRI

TARIF RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL TANGKI

TARIF RETRIBUSI DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL TANGKI

Jenis Pelanggan Jenis Pelanggan
Tingkat Pemakaian Tingkat Pemakaian
Industri Industri
0-10 M8 Rp3.100,00 | 0-10M3 Rp3.100,00
10-20 M3 Rp3.300,00 | 10-20 M@ Rp3.300,00
20> M3 Rp3.500,00 20> M3 Rp3.500,00

ATAU SARANA ANGKUTAN LAINNYA ATAU SARANA ANGKUTAN LAINNYA
- : _ I
Kelompok 1 | Kelompok 2 Niaga Industri K [ Kelompok 1 Kelompok2|' Niaga Industi K [
T |h i T |h
TRHEE ‘ IR 1|
R|R|R N a|s|He R| R N ] U] s| e
TN CIMERL R i Ginl o y|r|K
ujufu NaN"udsdma uju|u NaNnudsdma
mmmLig'dsquif | mmmLig'dsquif
aaaeaaaUtseanY aaaeaaaUtseanY
nin g w8l ] nlala] || R g w95 T Tn
. sosi | TIT Tl alt]|i Flult | w s | 71T 7] g alt|i Hloul | w
| Tingkat ll alala ;eBrM.r alol |a ‘Tlngkat II alala ieBrM.r al 1l
Pemakal Sosial | 2 [n|n|n|2| 5 Melile| LDyl | Pemalai |Sosa | 2 Inin|n| 2N Tlelilel L] 0| y|aA
Khu gle|e B u n Khu glele B u n
an  |Umum glglg s| K|n Yol an  Umum glglg s|Kin Uliml i
| sus ajc|n elp sus ajc|n el p
| (Rp) (Rp g(9|9 (lilg aje|e s r|( (Rp) (Rp g|19/49g (|i]g aje|e s rf(
y 12122l ([alf| S| alnlt] |R y 12121 2|R[(|al"|C " ald]C| |R
123pRh('IgrnR(P 123pRh("grnR(P
| RIR[R[ P U R(n L (| P IR RIR R P R R[] PR
| R|P Rl gl-[0])] || || R|P Rl gl |0])
| ppp))p-p(pR)_ | ppp)|)p.p(pR),|
| PR PR | LR RIP R ]
L ) . )

Telah sesuai dengan
UU No. 28 Tahun
2009,

Telah sesuai dengan
UU No. 28 Tahun
2009.




No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
e 1221 1]1]1] || a1 1]2]2[1]1]1]1
Mol 2/3/4/5/6(7/8/9/0[1 ofofo Mot 2(3/4/5/6/7/8/9[0/1/5[0[0[0
Tangki 100.110_00000000000000ITangki 00 | 110 | 00000/ 0/0[0]0]0[0/ 0|00
5.020ML3u=000000000000000000.005.02%1:: 0001 000 | 51| o|ofo|o|o/ ofofo/ o|olofo
ojofofojofofofofjoj0j0faf0]|D o/ojojojojojoj0{0j0[0/0|0]O
o/ofofo/ofofofofo/olofof0]o0 olojojojo/ofoflofolofofofo0f0O
Dihapus
| Jenis-Pelanggan Dihapus
. ‘ Biaya  administrasi
Fingkat Kelompok+ | Kelompok2 | Kelompek3 | Kelompokd Dihapus dihapus karena bukan
Pemakaian | merupakan Objek
Retribusi.
| Ni . .
ﬂBfa.’a. Rp5:000,00 | Rp5.000,00 | Rp5.000,00 | Rpt60-000:00 Dihapus

A. BIAYA BEBAN (ABONDEMEN) PELANGGAN AR MINUM BERLANGGANAN

DENGAN SISTEM KONVENSIONAL (EXISTING)

A. BIAYA BEBAN (ABONDEMEN) PELANGGAN AIR MINUM BERLANGGANAN
DENGAN SISTEM KONVENSIONAL (EXISTING)

Jenis Pelanggan Jenis Pelanggan
Kelom- Kel k -
Tingkat szT Kelompok 2 Kelompok 3 ¢ 021 P Tingkat K;:En; Kelompok 2 Kelompok 3 Kelo‘r‘npok
Pemakaian Sosial/ Non Non Niaga emakaian | Sosialf N Non Ni
Hidran Niaga A Niaga A Niaga B Industri | Hidran Ni - A Niaga '293 Niaga B Industri
Umum g B - ___| Umum faga B
[Rp10.000, | Rp13.00 |Rp15.00 [Rp20.000, [Rp50.000,0 Rp10.000, | Rp13.00 | Rp15.00 |Rp20.000, [Rp50.000,0
Beban |Rp5.000,00 00 0,00 0,00 00 0 Beban |Rp5.000,00| 00 0.00 0,00 00 0

Telah sesuai dengan
UU No. 28 Tahun
2009.




No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
Dihapus
B Dihapus
Fingkat o elempale? Felompsl=d Dihap
; SosialHi us
dean . _ NiagaA | NiagaB | Industd B'|aya keterlambatan
mum | NogEA | NagaB dihapus karena bukan
i meupakan Objek
Beban Rp1500 | Rpt500 | Rpt700 | Rp2000 | Rp2500 | Rp5:000; Dihap R t% : |
00 60 ;80 96 ;00 ae us etribusi.
BIAYA PEMASANGAN BARU BIAYA PEMASANGAN BARU
‘ Jenis Pelanggan Jenis Pelanggan
Kelo Kelo
Kelompok 1 Kelompok 2 Keln;npok mpo Kelompok 1 Kelompok 2 Kelo;npok m:o
Ting k4 Ting k4
kat kat
Perr_\ Kelo Penj Kelo
W1 S | sos Hon Nizga A el i o | o | sost | sos Non Niaga A NonNiagaB | Nega ks | | Telah sesuai dengan
[ | ndu | | Indu
U?nu K:us stri v U?nu Krauus sti v UU No. 28 Tahun
mo| us m | ous 2009
Al Az A3 a4 81 B2 | A | B A R | oM A4 B B2 | A | 8 .
Rinci Rinci
an an
Biay Biay
@ R oo, (s |men |men fosmn oo oo 7 (B M | B || S e | | | weon (e oo oo e P (RS R0 | B
Pem | 000 | 000 | 000 | 00O | 00O | 00| 00 00| %5 4| 5 | oo Pem | 000 | 000 | o0 | o0 | o0 | 00| oof 0| "5l ! 0" | o
asa
o o
n n
BIAYA LAIN-LAIN BIAYA LAIN-LAIN
Jenis Pefanggan Jenis Pelanggan
Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok3 | Kelomp Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok3 | Kelomp
Tingkat po . po! p okd | Tingkat elompol elompol mpol ok 4
Pefna Kelo Pema i Kelo
kaian Sglsi Sigls Non Niaga A Non Niaga B Niaga . 'Ehpﬁz kaian S:ISi Si;ls Non Niaga A i Non Niaga B Niaga X m:
Umu | Khu Industd | g Umy | Khu | ] Industi | e
Mmool ss b oA | A2 | A | M B B2 | A B m S loar | A | M ‘ ) | B | B2 | A B




waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
terutang yang fidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(4) Penagihan refribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didahului dengan surat teguran.

(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

No. | Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
" pon Disesuai pon . : Tarif pada Biaya Lain-
AR AR AR ARTIE AR AT o || e | 55 | 2| %8| & | 7 || 2| mal o, | .|| lain diubah dengan:
Metor | o) 0] 0 ® o w i Metr bl I N R o @ 1. Tarif retribusi harus
b R R I I N I O R e i Roto | R1 | Rot | Rot | Rol | Rot | gy | Rt % | R | rezaw gg:lt,:ffk ggnseac: :
_“Ef?" || ||| ) w W] “e:ﬁ“’ | ) ) E | f jelas, :Isehingga tarif

. Ro7 | Re | Ro7 | Ror | Rer RoF | | rer . pada Kelompok 4

| 0 | | w| | i i S i "% i industri harus
o ditetapkan dengan
pemin | roso | Fe | Rot | Rot | Rot | o | o | ot | BB Ros s pemin | Roto | Ro4 | Ro4 | Rot | Rot  Roe | o | o | 8| Re nominal yang jelas.

dahan | 0000 000.8 nodg 0068 mdg 0002 0000 Oﬂdg %g mdg d’;e;g;: dahan | 0000 000.3 oodg 00£ ooog 0068 0,000 000.3 %g 0063 Rp....... 2 Tarif untuk Bahk

- Nama dihapus

karena bukan
merupakan Objek

Retribusi.

8. | Wilayah Pasal 33 Telah sesuai dengan

Pemungutan Retribusi penjualan produk Usaha Daerah Air Minum dipungut di UU No. 28 Tahun
_ wilayah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 2009.

9. Penentuan Pasal 34 Telah sesuai dengan
Pembayaran, Tempat| (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain UU No.28 Tahun
Pembayaran, yang dipersamakan. 2009.

Angsuran, dan (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
Penundaan ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
Pembayaran (3)Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada

~ _4_



| No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan
Pasal 36
(1) Tempat pembayaran Retribusi Air Minum dilakukan oleh Waijib
Retribusi di tempat yang ditentukan.
(2) Tempat pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 47
(1) Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat
melakukan pembayaran Retribusi sambungan rumah/bangunan
baru dengan cara:
a. tunai; atau
b. angsuran, yaitu melakukan pembayaran pertama sebesar 30%
{tiga puluh persen) dari biaya pemasangan baru dan sisanya
diangsur selama 3 (tiga) bulan.
(2) Persetujuan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1) huruf b didasarkan pada permohonan tertulis dari |
Pelanggan yang ditujukan kepada Kepala Dinas/UPTD.
(3)Pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib |
melakukan pembayaran biaya administrasi sambungan ruma baru
dengan cara tunai.
| 10. | Sanksi: Pasal 34 - Telah sesuai dengan
a. Administratif (3)Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada | UU No. 28 Tahun
, waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif 2009.
: berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi
| terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
| menggunakan STRD.
| b. Pidana Pasal .... Pasal ...
Waijib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga | Ditambahkan Pasal
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling | yang mengatur
lama 3 (tiga) bulan mengenai sanksi
pidana.
11. | Penagihan - -




‘ No. Materi Raperda Rumusan Raperda Rekomendasi Keterangan |
12. | Penghapusan Pasal 42 [ - Telah sesuai dengan |
Piutang Retribusi (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa | UU No. 28 Tahun

yang Kedaluwarsa

setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jikka Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana dibidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

(4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

{5) Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang
retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

|13,

Tanggal Mulai
Berlakunya.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

| Kabupaten Bolaang Mongondow Utara..

2009.

Telah sesuai dengan
UU No. 28 Tahun
| 2009.

| Telah sesuai dengan
| UU No. 28 Tahun
2009.

2
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14.

Lain-lain

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas ofonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

. Dinas adalah Dinas yang membidangi Urusan Pemerintahan di

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan
kewenangan di dalam bidang Air Minum.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau model yang merupakan

kesatuan, bakk yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan
bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Telah sesuai dengan
| UU No. 28 Tahun
2009.
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10.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah
permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air
permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

11.Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa
proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air
Minum dan dapat langsung diminum yang diproduksi Dinas/UPTD.

12. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,
keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan.

13.Hidran umum adalah bak penampung yang dilengkapi dengan keran
yang digunakan untuk pengambilan air.

14.Pengguna Jasa yang bersifat berlangganan, selanjutnya disebut
Pelanggan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Air
Minum dari Dinas/UPTD dan terdaftar sebagai pelanggan.

15.Pengguna jasa yang bersifat bukan pelanggan adalah orang pribadi
atau badan yang memanfaatkan Air Minum dari Dinas/UPTD dan
tidak terdaftar sebagai pelanggan.

16.Pelanggan khusus adalah jenis pelanggan yang membayar tarif Air
Minum berdasarkan kesepakatan.

17.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar
10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang
per hari atau sebesar satuan volume lainnya.

18.Biaya Usaha adalah hiaya total untuk menghasilkan Air Minum yang
mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi
dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.

19.Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi
volume kehilangan air standar.

20.Tarif Retribusi Pelayanan Air Minum yang selanjutnya disebut tarif
adalah kebijakan harga jual Air Minum dalam setiap meter kubik (m?)
atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan oleh
Pemerintah Daerah dan Bupati untuk perubahannya.

21.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah
dibanding Biaya Dasar.

22.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan
biaya dasar.
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23.Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya
dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontrasubsidi
silang.

24 Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air
terjual.

25.Retribusi Penjualan Produksi Daerah selanjutnya disebut Retribusi.

26.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kebutuhan orang pribadi
atau badan.

27.Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan
lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

28.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau
pemotongan retribusi tertentu.

29.Masa Refribusi adalah suatu jangka wakiu tertentu yang merupakan batas
wakiu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dar Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

30. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke
Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh
Bupati.

31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi yang terutang.

32.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharinya tidak terutang.

33.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danfatau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
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| Catatan:

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang ditaksanakan secara objekiif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemerksaan untuk menguii
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Pempajakan Daerah dan refribusi daerah.

35.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan
Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 (satu)
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
refribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

1. Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat danfatau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan

penjelasan bab/bagian/pasalfayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.
2. Mengingat kegiatan penyediaan air minum tersebut lebih tepat dikelola oleh badan usaha, apabila kegiatan tersebut telah berjalan dengan baik sebaiknya dikelola oleh BUMD (misalnya PDAM)

a.n.

Jakarta, 1+ Maref 2020

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

R

Ria Sartika Azahari \p
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